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ABSTRAK

Gunung Pesagi merupakan salah satu gunung tertinggi di Provinsi
Lampung yang terletak di Kabupaten Lampung Barat yang memimiliki
ketinggian 3.221 MDPL Gunung Pesagi berbatasan langsung dengan
Dusun Kenitu Pesagi Jaya, Dusun Wai Napal dan Dusun Barnasi.
Perlindungan Hutan adalah suatu tindakan untuk mencegah terjadinya
kerusakan hutan dan hasil hutan oleh perbuatan manusia maupun alam,
yang juga di atur pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013.
Lalu yang menjadi masalah disini adalah seperti yang kita ketahui bahwa
setiap manusia dilarang untuk membuka lahan, membakan dan menebang
pohon sembarangn di hutan kawasan tanpa perizinan pemerintah. Namun
banyak sekali masyarakat yang membuka lahan di salah satu hutan
kawasan yaitu Kawasan Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Yang
Terletak di Dusun Kenitu Pesagi Jaya Kecamatan Belalau Kabupaten
Lampung Barat. Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya bukan hanya
sekedar membuka lahan tetapi masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya juga
menebang pohon besar secara sembarangan, akibat dari perbuatan
masyarakat tersebut membuat petugas kehutanan sering kali memasuki
hutan di Kaki Gunung Pesagi untuk.menghentikan perbuatan masyarakat
Dusun Kenitu Pesagi Jaya namu selalu gagal.

Rumusan..Masalah-dalam penelitian ini adalah: 1)..Bagaimana Dampak
Perusakan Hutan.oleh Masyarakat Dusun._Kenitu Pesagi Jaya di Zona
Hutan Lindung Gunung Pesagi Lampung Barat?. 2) Bagaimana perspektif
Figh Siyasah terhadap Dampak Perusakan Hutan oleh Masyarakat Dusun
Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi di Lampung
Barat?. Tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Untuk mengetahui Dampak
Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya Kabupaten
Lampung Barat. 2) Untuk mengetahui perspektif Figh Siyasah terhadap
Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya
Kabupaten Lampung Barat. Dilihat dari jenisnya penelitian ini
menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian
yang dilakukan langsung dari responden.

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu metode
dalam penelitian suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi
(menggambarkan). Data-data yang dapat diambil sebagai rujukan untuk
selanjutnya  dianalisissecara  sistematis untuk menunjang dalam
pembahasan.



Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Lemahnya penegakan
hukum terhadap masyarakat yang sudah melanggar peraturan yang hanya
memberikan keringanan tanpa hukuman yang sudah ditetapkan sehingga
membuat masyarakat yang membuka lahan perkebunan kopi dalam hutan
kawasan tidak merasa jera dan tetap melanggar peraturan yang ada. 2.
Dalam perspektif Figh Siyasah terhadap dampak penebangan hutan hutan
secara liar oleh masyarakat dusun kenitu pesagi jaya, belum sesuai karena
masyarakat yang membuka lahan perkebunan dalam hutan kawasan
merupakan perbuatan yang merusak lingkungan seperti yang terkandung
dalam ayat Al-Qur’an dan Hadist.
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MOTTO

“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: *
sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.:
mereka berkata: "mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa baertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan
engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui.”
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Sebelum penulis akan menguraikan terlebih dahulu beberapa istilah terkait
judul skripsi ini, yaitu “Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun
Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi Dalam Perspektif
Figh Siyasah (Studi di Dusun Kenitu Pesagi Jaya Lampung Barat)” adapun istilah-

istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Dampak Penebangan hutan secara liar adalah Hilangnya kesuburan tanah
mengakibatkan tanah menyerap sinar matahari terlalu banyak sehingga menjadi
sangat kering dan gersang. Hingga nutrisi dalam tanah mudah menguap. Selain itu,

hujan bisa menyapu sisa-sisa nutrisisi dari tanah.*

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin‘erat karena sistem tertentu,
tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada

kehidupan kolektif.?

Dusun Kenitu Pesagi Jaya, adalah Dusun yang terletak dibagian Desa Serungkuk

Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.

Zona hutan lindung, adalah hutan yang mempunyai keadaan alam sedemikian
rupa, sehingga pengaruhnya yang baik terhadap tanah atau sekelilingnya dan tata air

perlu dipertahankan dan dilindungi.?

! pusatkrisis.kemkes.go.id/dampak-penebangan-hutan-secara-liar-terhadap-lingkungan.
2 Ni ketut sari adnyan,S.Pd., M.Hum. pengantar ilmu hukum dalam telaah teori dan praktik
(Yogyakarta,2015),20.
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Kaki Gunung Pesagi adalah lereng gunung bagian bawah yang berbatasan
langsung dengan dusun kenitu, gunung ini menjadi gunung tertinggi di Provinsi
Lampung yang mempunyai ketinggian 2.262 mdpl.

Perspektif adalah suatu tinjauan atau pandangan luas, dalam artian pendapat
seseorang atau golongan tentang arti suatu peristiwa, baik dalam keadaan sekarang
maupun untuk masa yang akan datang.*

Figh siyasah, ialah ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara
dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh
pemegang kekuasan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran Syariat untuk

mewujudkan kemaslahatan umat.”

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah tersebut diatas dapat ditegaskan bahwa
yang dimaksud dengan judul adalah suatu kajian tentang kebijakan Pemerintah dan
Dinas Kehutanan-dalam menangani kasus Penebangan-Hutan Secara Liar di Zona
Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi <Lampung Barat dalam perspektif Figh

Siyasah.
B. Latar Belakang Masalah

Figh siyasah adalah ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas
seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada
khususnya, berupa penetaan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang

kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan

*Marihot pahala siahaan, pajak bumi dan bangunan di Indonesia(yogyakarta;graha
ilmu,2009),93.

* Muhammad Iqgbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Edisi
Pertama(Jakarat: Prenadamedia Group, 2014),2.

> https://republika.co.id/berita/lzynbm/fikih-siyasah.
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kemaslahatan bagi manusia dan menghingdarkannya dari berbagai kemudaratan
yang mungkin timbul dalam kehiduan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
yang dijalaninya. Figih Siyasah sebagai salah satu hukum islam yang membicarakan
pengaturan dan penggusuran kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai
kemaslahatan manusia itu sendiri.® Islam diturunkan untuk mengajarkan kita untuk
saling menghargai satu dengan yang lain baik sesama muslim maupun non-muslim
bahkan didalam Islam mengajarkan untuk merawat dan menjaga semua yang ada
dibumi ini termasuk menjaga hutan agar tidak menimbulkan kerusakan hutan yang

akan menimbulkan kerugian pada masyarakat setempat.

Dalam Al-Qur’an surat Al-Bagoroh ayat 205, Allah SWT telah berfirman yang
berbunyi;

/ausj iy S AUy o il 250 3 ane 155135
sl &4

“dan apabila ia berpaling” (dari kamu), ia berjalan dibumi untuk mengadakan
kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak dan Allah tidak
menyukai kebinasaan”[205].”
Siyasah dusturiyah merupakan bagian Figh Siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat. Artinya Undang-
Undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip

Islam dalam hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Qur’an dan dijelaskan

*Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, 1985),40.
” Al-Qur’an Surat Al-Baqoroh, 205
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sunnah Nabi, baik dengan akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai

hubungan yang lain.?

Hutan Indonesia sebagai karunia dan anugrah Tuhan yang Maha Esa yang
diamanatkan kepada bangsa Indonesia merupakan unsur utama sistem penyangga
kehidupan manusia dan merupakan modal dasar pembangunan nasioanal yang
memiliki manfaat nyata, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi agar
kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia berkembang secara seimbang dan
dinamis.” Hubungan manusia didalam masyarakat berinteraksi tentu ada yang
bersifat positif dan negatif. Begitu pula buhungan manusia dengan alam, jika bersifat
positif tentu akan membawa kebaikan buat alam sekitar .dan juga manusia.
Sebaliknya jika bersifat negatif akan membawa musibah bahkan kehancuran alam
dan juga manusia.’® Maka dalam hal ini kehadiran suatu Negara atau konstitusi
sangat dibutuhkan-untuk mengatur semua kegiatan yang-ada, seperti halnya dengan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Pasal 12 tentang pencegahan dan
pemberantasan perusakan hutan. Undang-Undang ini merupakan salah satu
peraturan perundang-undangan kehutanan yang dibuat pada era Reformasi. hutan
dan kawasan hutan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama

Karena fakta menujukkan bahwa kerusakan hutan di Indonesia telah masuk pada

8 Yusuf al-gardhawi, Figh Daulah dalam Perspektif Al-Quran dan Sunnah Alih Bahasa Kathun
Suhadi, (yogyakarta; graha,2007), 46-47.

°H. Joni, Hukum Lingkungan Kehutanan(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015),368.

1%Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014),11.
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skala yang sangat menghawatirkan dan karenanya sangat pantas apabila pemerintah

menaruh perhatiannya terhadap perlindungan hutan.**

Pasal 12 Undang-Undang No 18 Tahun 2013 telah menjelaskan berbagai
larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan untuk menjaga kelestarian hutan seperti

diantaranya :

a.  Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan
pemanfaatan hutan.
b.  Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang

dikeluarkan oleh pemerintah yang berwenang.

Sumber daya hutan merupakan salah satu ciptaan tuhan yang maha kuasa yang
memiliki peranan sangat penting 'dalam/menjaga keseimbangan alam atau hutan.'?
Sanksi pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 tahun'2013 terdapat sanksi

tindak pidana yang akan ditanggung yang terkandung dalam pasal 83 diantaranya:

1.  Setiap orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara
tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah dan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima
ratus juta rupiah).

2. Bagi orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau di sekitar

kawasan hutan, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga)

“'Supriadi, Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia (jakarta: PT. Sinar
Grafika, 2010),385.

2Transtoto Handadhari, Kepedulian yang Terganjal. Menguak Belantara MasalahKehutanan
Indonesia (Jakarta: Kompas Gramedia, 2009),210.
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bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).

3. Bagi orang perseorangan yang memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga
berasal dari hasil pembalakan liar akan dipidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta pidana denda paling sedikit
Rp5000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000

(lima belas miliar rupiah).*®

meningkatnya kebutuhan kayu baik dipasar lokal maupun internasional.Serta
dipengaruhi oleh lemahnya faktor penegak hukum yang ada di Indonesia. Sehingga
kegiatan penebangan liar ini terjadi dengan begitu mudahnya. Semua penebangan dan
pengambilan hasil hutan tentu memiliki dampak. Apalagi jika penebangan tersebut
dilakukan secara“liar tanpa melakukan upaya-upaya pelestarian. Berikut beberapa

kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan penebangan hutan secara liar:

1. Dampak ekonomi, karena kehilangan keragaman jenis kayu di masa yang akan
datang. Selain itu ekonomi di sebuah kawasan akibat illegal logging baik secara
langsung ataupun tidak pasti juga terpengaruh.

2. Munculnya berbagai anomali di lingkungan, khususnya disektor kehutanan. Hal
ini menjadi ancaman dari proses deindustrualisasi sektor kehutanan.

3. Kerugian bagi kehidupan juga terjadi karena penebangan hutan secara liar ini

sehingga keseimbangan dan kelestarian alam tidak lagi terjaga. Secara tidak

3H. Joni, Hukum Lingkungan Kehutanan.....,340-341.
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langsung juga berperan dalam menambah masalah lingkungan seperti contonya
pemanasan global.

4. Ketidakseimbangan  hutan akibat penebangan liar ini akan menurunkan
kemampuan hutan sebagai produsen oksigen, penahan air, dan sebagainya
sehingga akan memicu banyak masalah lingkungan dan juda bencana alam.

5. Munculnya berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor yang dapat
menyebapkan kerugian besar.

6. Hilangnya kesuburan tanah, salah satu dampak langsung yang akan dirasakan
akibat penebangan liar adalah menurunnya kesuburan tanah. Hal ini dikarenakan
hilangnya pohon-pohon yang selama ini menjadi ruang untuk air tanah
berkumpul.

7." Sulitnya sumber air jika pehon hilang dalam jumlah yang banyak, maka
keseimbangan sumber daya air ini akan kacau dan menyebapkan tanah tidak lagi
dapat menyerapglebih-banyak air. Hal inilah*yang mempengaruhi penurunan
sumber daya air.

8. Menurunnya keanekaragaman hayati. Hutan adalah tempat tinggal alami bagi
sebagian besar hewan dan tumbuhan. Keanekaragaman hayati banyak ditemukan
di hutan dan jika hutan terus mengalami penurunan luas. Maka keanekaragaman

hayati pun akan ikut menurun.**

Dampak yang sangat di rasakan oleh masyarakat Dusun Kenitu di kaki Gunung
Pesagi adalah tidak seimbangnya ekosistem hutan, maksudnya kekhawatiran akan

binatang buas yang akan turun dari kawasan hutan untuk mencari makananan dan

“lampungmediaonline.com/dampak-penebangan-hutan-secara-liar.



21

merusak perkebunan masyarakat bahkan rumah penduduk sekalipun. Tidak hanya itu
saja beberapa kelompok masyarakat dusun di sekitaran kaki gunung pesagi juga
sangat khawatir jika penebangan atau pembalakan hutan secara liar akan terus
dilakukan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab akan menimbulkan

longsor dalam jangka waktu kedepan.

Berikut adalah jumlah masyarakat yang terdampak akibat pembalakan liar di
Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat yaitu berjumlah 10 orang,
dan populasi pada penelitian ini berjumlah 43 kepala keluarga dari keseluruhan total

penduduk 210

Berdasarkan latar belakang diatas perlu diadakan penelitian lebih lanjut tentang
Dampak Penebangan Hutan Secara Liar. Oleh. Masyarkat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di
Zona Hutan. Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat, karena kenyataan yang ada
menunjukan bahwa dengan adanya peraturan tertulis saja tanpa adanya penerapan atas
peraturan tersebut seperti pemberlakuan sanksi pidana maka tidak akan membuat

masyarakat berhenti membuat kerusakan pada hutan tersebut.

C. ldentifikasi dan batasan masalah

dari beberapa uraian yang dikemukakan pada latar belakang, maka dapat

diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Menambah atau memperbesar wilayah perkebunan yang berdampak negatif
ke masyarakat yang lainnya
2. Mengakibatkan terjadinya tanah longsor jika penebangan itu terus menerus

dilakukan.
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D. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, dapat ditarik rumusan masalah dalam
penelitian, sebagai berikut:

1. Bagaimana Dampak Perusakan Hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi
Jaya di Zona Hutan Lindung Gunung Pesagi Lampung Barat?

2. Bagaimana perspektif Figh Siyasah terhadap Dampak Perusakan Hutan
Secara Liar oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan
Lindung Gunung Pesagi Di Lampung Barat?

E. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun
Kenitu Pesagi Jaya Kabupaten lkampung Barat.
2. Untuk mengetahui perspektif Figh Siyasah  terhadap'Dampak Perusakan
Hutan Oleh®Masyarakat Dusun KeniturPesagi Jaya Kabupaten Lampung
Barat.
F. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik dari segi teoritis
maupun praktis yaitu:
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan bidang
keilmuan vyaitu Hukum Tata Negara, khususnya dalam mengkaji

pelaksanaan kebijakan Pemerintah dan Dinas Kehutanan Lampung Barat
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dalam mengatasi kasus penebangan hutan secara liar yang merugikan
masyarakat dusun kenitu dan ekosistem hutan itu sendiri.
2. Manfaat praktis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan
mahasiswa Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan
Lampung mengenai dampak penebangan hutan secara liar oleh masyarakat
dusun kenitu pesagi jaya dizona hutan lindung kaki Gunung Pesagi dalam
rangka memperkuat prinsip menjaga kelestarian alam Indonesia dan
menjaga ekosistem hutan dizona hutan lindung Penelitian ini juga
diharapkan dapat menjadi bahan kajian bagi sebuah aparat Dinas
Kehutanan untuk dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Undang-
Undang.
G. KajianRPenelitian Terdahulu yang Relevan
Penelitian terdahulu. digunakan sebagai*suatu perbandingan di sebuah
penelitian sekaligus juga berguna untuk menghindari manipulasi terhadap suatu
karya ilmiah. Berikut terdapat beberapa penelitian yang berhubungan dengan
“Dampak Perusakan hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona
Hutan Lindung Gunung Pesagi Lampung Barat Dalam Perspektif Figh Siyasah”
penelitian terdahulu sebagai berikut:
1. Skripsi karya Revi Puja Sari pada tahun 2016, yang berjudul “Implementasi
Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan
Pemberantasan Perusakan Hutan Perspektif Figh Siyasah” dari penelitian ini

dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Rata Agung belum semuanya



24

mematuhi peraturan yang berisi larangan yang tercantum dalam Pasal 12
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013. Buktinya meskipun masyarakat
setempat mengetahui bahwa tanah dikawasan tersebut bukan milik pribadi
melainkan milik Negara masayarakat Desa Rata Agung sampai saat ini masih
melakukan penebangan pohon secara illegal yang hasil penebangan nya akan
dipergunakan untuk kepentingan pribadi seperti dipergunakan untuk membangun
rumah atau diperjual belikan, bukan hanya itu saja masayarakat setempat
membakar hutan tanpa izin agar lokasi tersebut dapat dipergunakan untuk
membuka lahan perkebunan.’

Persamaan penelitian Revi Puja Sari dengan penelitian yang akan peneliti angkat
angkat yaitu sama-sama membahas tentang kerusakan hutan. Sedangkan
perbedaannya yaitu karya Revi Puja Sari meneliti tentang pencegahan dan
pemberantasan kerusakan hutan, sedangkan penelitian_ini--meneliti Dampak
Perusakan HutansOleh-Masyarakat Dusun.KenitusPesagi Jaya Dalam Perspektif
Figh Siyasah.

2.  Skripsi karya Muhammad Zubair Husain pada tahun 2012, yang berjudul
“Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (illegal logging) Oleh Penuntut
Umum”, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa banjir dan tanah longsor
terjadi dimana-mana akibat dari illegal logging di Indonesia. Hutan yang tersisa

sudah tidak mampu lagi menyerap air hujan yang turun dalam curah hujan yang

Revi Puja Sari,”Implementasi Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang
Pencegahan dan Pemberantasan dan Perusakan Hutan (Studi Di Hutan Kawasan Taman Nasional Bukit
Barisan Selatan Desa Rata Agung Kecamatan Lemong Kabupaten Pesisir Barat 2016)”(Skripsi,
Lampung UIN Raden Intan Lampung, 2016),10.
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besar, dan pada akhir nya banjir dan tanah longsor menyerang pemukiman
penduduk.®

Persamaan penelitian milik Muhammad Zubair Husain dengan penelitian yang
akan peneliti angkat yaitu sama-sama mebahas tentang kerusakan hutan.
Sedangkan perbedaannya yaitu karya Muhammad Zubair Husain meneliti
tentang pembuktian tindak pidana penebangan liar, sedangkan penelitian ini
meneliti Dampak Perusakan Hutan Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya
Dalam Perspektif Figh Siyasah.

3. Skripsi karya Zahrotun Nazia tahun 2013yang berjudul, “Kajian Yuridis
Mengenai lleggal Loging di Kawasan Hutan” dari penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa faktor utama yang sangat mempengaruhi terjadinya illegal
loging-adalah konflik tenurial hutan, karena tingginya angka kemiskinan dan
rendahnya sumber.daya manusia yang ada di_daerah sekitaran kawasan hutan.
Akibat yang terjadikarena adanya illegal leging, mulai berkurangnya resapan air
yang bisa menyebapkan banjir, dan kurangnya ketersediaan air pada musim
kemarau sehingga terjadi kekeringan dikawasan hutan, dan terancamnya satwa-
satwa langka akibat kerusakan lingkungan dikawasan Taman Nasioal Meru
Betiri."’

Persamaan penelitian Zahrotun Nazia dengan penelitian yang akan peneliti

angkat yaitu sama-sama membahas tentang kerusakan hutan akibat illegal

"*Muhammad Zubair Husain, “Pembuktian Tindak Pidana Penebangan Liar (illegal logging)
Oleh Penuntut Umum (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Jeneponto 2012)” (Skripsi,Makasar UIN
Alauddin Makasar 2012),2.

Yz ahrotun Nazia,”Kajian Yuridis Mengenai lllegal Loging di Kawasan Hutan (Studi Kasus
Illegal Loging di Balai Taman Nasional Meru Betri Kabupaten Jember 2013)”(Skripsi UNIVERSITAS
JEMBER, 2013),14.
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loging. Sedangkan perbedaannya yaitu karya Zahrotun Nazia meneliti tentang
kajian yuridis mengenai illegal loging dikawasan hutan, sedangkan penelitian ini
meneliti tentang Dampak Perusakan Hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu
Pesagi Jaya dalam Perspektif Figh Siyasah.

. Metode Penelitian

Metode adalah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang
mempunyai langkah-langkah yang sistematis.’* Metode yang digunakan pada
penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deduktif dan induktif
lebih relevan dalam mengelola datanya sedangkan untuk mewujudkan gambar
penelitian yang baik, maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah yang
sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah:

1. Jenis dan sifat penelitian
a. Jenis'penelitian
Jenis penelitian~ini adalah penelitian lapangan (field research) yang
bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan
sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit social tentunya bersifat apa
adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.*® Adapun data-data
lapangan adalah data-data yang berkaitan dengan dasar pertimbangan dinas
kehutanan untuk memperketat pelestarian alam khususnya di Zona Hutan
Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat.

b. Sifat penelitian

¥Husaini Usman Dan Purnomo Stiady Akbar, Metodologi Penelitian Sosial(Jakarta: Bumi
Aksara, 2008),41.
“Cholid Narbuko, Abu Achmadi, Metodologi Penelitian(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 24.
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Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang
melukiskan, memaparkan, menuliskan, melaporkan, menjelaskan, atau
menggambarkan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu dengan
proses penyerdehanaan data penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi
informasi yang masih sederhana agar mudah dipahami dengan apa yang
terjadi di lapangan.?’ Dalam penelitian ini peneliti ingin menggambarkan
dan melakukan analisis tentang “Dampak Penebangan Hutan Secara Liar
oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki
GunungPesagi.

c. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan objek penelitian dari satuan.Satuan atau
individu-individu yang karakteristiknya hendak diduga atau diteliti.
Populasi-itu merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki
karakteristik tertentu, jelas dan dengkap yang akan diteliti. Adapun yang
menjadi populasi dari penelitian ini yaitu seluruh masyarakat Dusun Kenitu
pesagi Jaya Kabupaten Lampung Barat. Sampel adalah bagian dari
populasi yang diambil dengan cara tertentu yang juga memiliki
karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap mewakili
populasi.?*

Jumlah populasi pada penelitian ini yaitu; 43 kepala keluarga, berikut
nama keseluruhan kepala keluarga Dusun Kenitu Pesagi Jaya Pauni/kepala

Dusun, Darmawansyah, Nurhasim, Sopian, Zainal, Suardi, Edison,

z(l’Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial(Bandung: Mondar Maju, 1996),33.
Ibid, 120.
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Marizon, Zaidar, Sahiri, Karyono, Sucipto M, Azwin, Saprudin, Wagiono,
Ahmad Lamri, Samsul Bahri, Mat tobi’l, Sahmin, Sahrun, Wahyu Hidayat,
Bakhtiar Hasan, Suprianto, Rusdi Amin, Sudirman, Ahmad Nasir, Saidi,
Rahmatan, Pin Nur, Harto Iksir, Selamat Riadi, Ansori, Budi Wiryawan,
Bahrun, Tamrin Jaya, Dirhamsyah, Hapzi, Aji Santoso, Sudarmaji,
Busrodi, Ahmad Busron, Maryanto, Madhasnurin.
Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan cara tertentu yang
juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap serta dapat dianggap
mewakili populasi.?®
Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu; 10 orang kepala keluarga,
berikut adalah masyarakat yang terdampak akibat penebangan hutan secara
liar di Dusun Kenitu Pesagi Jaya Lampung Barat.
Pauni/kepala Dusun, Darmawansyah, Sopian,« Zainal, Nurhasim,
Suardi, Edison;"Marizon, Zaida, Dan.Sahiri.
2. Sumber data
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau
objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti,
data tersebut bias diperoleh langsung dari personil yang diteliti dan
dapat pula berasal dari lapangan.?® Dalam penelitian ini, data primer
tersebut berupa hasil wawancara dengan resonden yang ada dilokasi

penelitian yaitu wilayah di sekitaran kaki Gunung Pesagi Lampung

#Ibid, 120.
%Moh. Pabundu Tika, Metodologi Riset Bisnis (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 57.
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Barat yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan.
Dalam hal ini wawancara tersebur langsung berhubungan dengan
masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan
informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data sekunder
Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan
penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.?* Dalam penelitian ini
yang dimaksud data sekunder adalah data-data dapat diperoleh dari
buku-buku ataupun bahan-bahan lainnya yang mempunyai hubungan
dengan masalah lingkungan dan ayat-ayat yang terkait dengan hukum
lingkungan.

3. Metode Pengumpulan Data

a.. Observasi
Obseryasi-merupakan suatu proseswangskompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses yang kompleks, suatu proses yang
tersusun dari berbagai proses dan psikologis. Dua diantara yang
terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik
dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku
manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang

diamati tidak terlalu besar. Dengan ini penelitian dapat dengan mudah

21bid.,42.
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memperoleh data yaitu dengan cara datang langsung ketempat

penelitian dan interview kepada pihak terkait.”®

Berikut adalah beberapa Masyarakat yang Terdampak dari

Perusakan Hutan di Dusun Kenitu Pesagi Jaya :

NO NAMA PEKERJAAN
1. | Pauni/kepala Petani dan kepala
Dusun dusun
2. | Darmawansyah | Petani
3. | Sopian Petani
4. | Zainal Petani
5. | Nurhasyim Petani
6. | Suardi Petani
7. | Edison Petani
8. | Marizon Petani
9. | Zaidar Petani
10. | Sahiri Petani

Alasan_mengapa beberapa masyarakat tersebut di wawancarai

karena mereka adalah Masyarakat yang sangat merasakan Dampak dari

Perusakan Hutan oleh Masyarakat Dusun Kenitu yang lain, yang tidak

bertanggung jawab. Rata-rata kerusakan yang mereka alami adalah

rumah singgah di perkebunan kopi dan ladang sayuran yang di rusak

oleh binatang buas seperti beruang, babi hutan, monyet, kucing hutan

dan lainnya, binatang tersebut turun kepemukiman warga untuk

mencari makanan karena hutan tempat mereka tinggal semakin hari

semakin gundul.

Zbid, 185.
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Adapun kegiatan observasi yang dilakukan peneliti dilaksanakan
dalam kurun waktu 4 hari:

Hari pertama peneliti melakukan peninjauan lokasi yang terdampak
akibat penebangan hutan secara liar di Dusun Kenitu Pesagi Jaya
kecamatan Belalau Lamung Barat. Hari kedua peneliti melakukan
wawancara dengan bapak Darmawansyah, bapak Sopian, bapak Zainal,
bapak Nurhasyim. Hari ketiga peneliti akan melakukan wawancara
dengan bapak Suardi, bapak Edison, bapak Marizon. Hari keempat
peneliti melakukan wawancara dengan bapak Zaidar, dan bapak Sahiri.

b. Wawancara (interview)
Wawancara merupakan percakapan yang memiliki maksud tertentu.
Percakapan biasanya, dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan
jawaban® dari.pertanyaan tersebut®®Adapun dalam penelitian ini
menggunakan jenis wawancara tidak terstruktur, dimana pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan tidak mengikuti panduan.

c. Dokumentasi
Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah pengambilan
data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen?. Metode ini
digunakan untuk menghimpun atau memperoleh data yaitu dengan cara
melakukan pencatatan dengan baik yang berupa arsip-arsip atau

dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan penelitian

%6_exy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 186.
2" Husaini Usman,, Metodologi Penelitian Sosial..., 69.
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mengenai masyarakat yang terdampak akibat penebangan hutan secara
liar.
4. Metode Pengolahan Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka tahap selanjutnya adalah
pengolahan data pengolahan data pada umumnya dilakukan dengan
cara sebagai berikut:*®

a. Pemeriksaan data yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah
cukup lengkap, sudah benar dan sudah sesuai dengan masalah.

b. Rekonstruksi data yaitu menyusun ulang data secara teratur, berurutan,
logis sehingga mudah dipahami dan di interorestasikan.

c. Sistematis data yaitu dengan menempatkan data menurut kerangka
sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

5. Analisis data

Data yang telah dikumpulkan. dan dielah secara sistematis, maka
selanjutnya diadakan teknik menganalisis data yang dilakukan dengan
cara analisis kualitatif berarti upaya sistematis dalam penelitian yang
bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang
lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu atau
peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk
didalam nya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan

peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan

28 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 144.
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kebenaran dalam memperoleh pengetahuan.?® Dan didalam hal ini
penulis dapat menggunakan metode penelitian deduktif dan indukatif.

a. Metode deduktif yaitu pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak
pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus,
metode ini digunakan dalam penelaahan beberapa literature dari
gambaran umum tersebut berusaha ditarik kesimpulan yang bersifat
khusus. Dalam hal ini penulis dapat terjun langsung ke lapangan yaitu
Dinas Kehutanan Lampung Barat dan masyarakat sekitaran kawasan
kaki Gunung Pesagi Lampung Barat untuk mengetahui dan
memecahkan masalah yang penulis teliti, mengenai dasar pertimbangan
aparat dinas kehutanan dan pemerintah Kabupaten Lampung Barat agar
memberi sanksi tegas kepada para pelaku penebangan hutan di zona
hutan lindung kaki Gunung Pesagi Lampung Barat

b. Metodednduktif yaitu berfikir berangkat.dari kata-kata, peristiwa yang
konkrit, kemudian dengan fakta-fakta yang khusus dan konkrit tersebut
ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.** Data
dan fakta hasil pengamatan di lapangan atau pengalaman empiris
disusun, diolah, untuk kemudian ditarik maknanya dalam bentuk
pernyataan atau kesimpulan yang bersifat umum. Maksud dari metode
ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang ada dari lapangan baik

berupa fakta, peristiwa atau kasus yang konkrit terjadi.

*|bid, 145.
%0 |gbgl Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya (Bogor, Ghalia
Indonesia,2002),11.



34

Sistematika Pembahasan

pembahasan hasil penelitian ini akan disistematika menjadi lima bab yang
saling berkaitan satu sama lain. Sebelum memasuki bab pertama akan didahului
dengan; halaman judul, halaman abstrak, halaman surat pernyataan, halaman
persetujuan pembimbing, halam pengesahan, halaman moto, halaman
persembahan, halaman riwayat hidup, halaman kata pengantar dan halaman
daftar isi.

Pada bab pertama atau pendahuluan berisi sub bab yaitu; penegasan
judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan ini adalah kerangka‘awal dalam
mengantarkan isi pembahasan ke bab selanjutnya.

Pada“bab kedua atau landasan teori memuat-uraian tentang kajian teori
yang relevan dan terkait dengan judul-skripst yakni Dampak Penebangan Hutan
Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung
Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat. Oleh karena itu penulis menggunakan teori
yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti yakni teori siyasah
dusturiyah.

Pada bab ketiga atau deksripsi objek penelitian memuat secara rinci
mengenai profil Dusun Kenitu Pesagi Jaya Lampung Barat, meliuti sejarah
singkat, kondisi geografis, kondisi demografi, visi dan misi, kondisi sosial dan

ekonomi serta memuat pembahasan mengenai Dampak Penebangan Hutan
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Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung
Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat.

Pada bab keempat berisi tentang analisis penelitian mengenai Dampak
Penebangan Hutan Secara Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di
Zona Hutan Lindung Kaki Gunung Pesagi Lampung Barat serta mengenai
pandangan Figh Siyasah Dusturiyah tentang Dampak Penebangan Hutan Secara
Liar Oleh Masyarakat Dusun Kenitu Pesagi Jaya di Zona Hutan Lindung Kaki
Gunung Pesagi Lampung Barat.

Pada bab kelima atau penutup berisi kesimpulan saran-saran atau
rekonmendasi. Kemudian pada bagian akhir berisi daftar rujukan atau pustaka
serta lampiran-lampiran; bukti bimbingan, pedoman wawancara, surat

keterangan melakukan riset dari instansi terkait atau dokumen wawancara.



BAB Il
LANDASAN TEORI
A. Pengertian figh siyasah

Figh Siyasah terdiri dari dua kata. Figh dan Siyasah. Figh berasal dari
kosa kata faqiha,yafqahu,fiqhan.31 yang artinya paham yang mendalam. Siyasah
berasal dari kata Sasa, Yasusu, Siyasasatan yang berarti memimpin, mengurus
dan mengembala, misalnya 4w Lw » ¥ o W artinya, ia mengatur urusan
untuk kebaikanya.*

Pengertian Siyasah syar’iyah ini lebih di pertegas rumusanya oleh
Abdurrahman Taj, dengan ungkapan:

Hukum-hukum dan upaya hukum yang mengatur kepentingan umat
dalam urusan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungannya dengan
menetapkan segala persoalan pemerintahan ( imamah, wuzarah dan kontrak
social), persoalan_administrasi dan kepegawayan serta persoalan hubungan
internasional dalam kaitanya dengan kepentingan umat.*

Figih siyasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang
hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan, namun
untuk mengetahui lebih lanjut tentangg pengertan dan objek kajian figh sisayah,
perlu ditelitti dan dirumuskan baik secara etimilogi maupun terminologi konsep

figh siyasah tersebut.Kata “siyasah” yangberasal dari kata sasa berarti

%! 1bn Manszhur, Lisan al-Arab, (Mesir: Dar al-Shadr, 2005), 310, juz 11-12.

32 Abdurrahman Taj, al-Siyasah al-Sya 'riah wa-al-Figh al-Islami, (Mesir: Mathba’ah Dar al-
Ta’lif, 1993), 7.

% Abdurrahman Taj, Al-Siyasah Al-Syariyah Au Nizham Al-Daulah Al-lslamiah.(Mesir:
Mathba’ah Dar Al Ta’lif 1993), 8
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mengatur, mengurus dan memerintah: atau pemerintahan , politik dan
pembuatan kebijaksanaan.®*

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah
mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat
politis untuk mencakup sesuatu.Secara terminologi, Abdul Wahab Khallaf
mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang
diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur

keadaan.”®.

Sementara Louis Ma’luf memberikan batasaan siyasah
adalah”membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan
keselamatan.”*® Adapun Ibn manzhur mendefinisikan siyasah “mengatur atau
memimpin Sesuatu yang mengatarkan manusia kepada kemaslahatan.”*’
Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah
bahwa. Figh Siyasah merupakan salah satu-aspek Hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan-kehidupan manusia dalam bernegara
demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.Dalam Figh Siyasah,
ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung
didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan
bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid
tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat

debatable (masih bias diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

1. Pengertian Figh Dan Bidang-Bidangnya

* 1bn Manzhur,Lisan al- ‘arab,jus 6 (Beirut:Dar al- Shadr,1968), 108.

% Abdul Wahhab Khallaf,Al-siyasah al-Syar ‘iyyah,(kairo:Dar al-anshar,1977), 4-5.
% Ma’luf,al-Munjid, 362.

%7 Ibn Manzhur,Lisan al-Arab,juz 6, 362.
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Kata figh berasal dari fagaha-yafqahu-fighan. Secara bahasa pengertian
figh adalah “paham yang mendalam” Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip amir
Syarifudin,menyebut “Figh tentang sesuatu” berarti mengetahui batinya sanpai
kepada kedalamanya.*® Kata “fagaha” diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak
20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang
dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk
pasti (gath i), figh merupakan”ilmu”tentang Hukum yang tidak pasti (zhanni).
Dari definisi ini dapat dipahami bahwa figh adalah upaya sunggu-sungguh dari
para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara’sehingga dapat
diamalkan oleh umat Islam. Figh disebut juga dengan Hukum Islam. Karena
figh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadapmhukum syara’ tersebut pun
mengalami perubahan dan. perkembangan sesuai dengan  perubahan dan
perkembangan situasi dan kondisi manusia itu-sendiri. Adapun bidang-bidang
figh siyasah yaituypwsiyasah dusturiyah-(konstitusi), siyasah tasyri’iyah
(legislative), siyasah gadhaiyah/perdilan), siyasah maliyah (keuangan), siyasah
idariyah (administrasi), siyasah tanfiziyah (eksekutif), dan siyasah kharijiah
(luar negeri).

. Prinsi-Prinsip Siyasah
Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaraan
mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Quran dan
Hadist. Prinsip-prinsip Negara dalam Islam tersebut ada yang berupa prinsip-

prinsip dasar yang mengacu pada teks —teks syar'iah yang jelas dan tegas, dan

3 Amir Syarifuddin, Pembaruan Pemikiran dalam islam . 15,Ma’luf,al-Munjid, 591.
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ada pula prinsip-prinsip tambahan yang merupakan kesimpulan dan termasuk
kedalam figh siyasah atau hukum ketatanegaraan dalam Islam.
Prinsip dasar hukum Islam vyaitu: 1). prinsiff kedaulatan;2).prinsip keadilan;
3).prinsip dan ijma; 4).prinsip persamaan; 5).prinsip hak dan kewajiban Negara
dan rakyat; 6). Prinsip amar ma’ruf nahi munkar.
. Kaidah-Kaidah Tentang Figh Siyasah
Kaidah ini mengandung arti bahwa apapun kebijakan pemerintah harus

mempertimbangkan aspirasi rakyatnya.Sebab, kalau aspirasi rakyat tersebut
tidak diperhatikan, maka keputusan pemerintah tidak akan efektif berlalu.
Dalam hal ini, pemerintah tidak boleh menciptakan suatu peraturan perundang-
undangan yang merugikan rakyat. Karena itu kebijakan pemerintah harus
sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan tertentu
atau diri_sendiri. Sebagain contoh dari penerapan kaidah.ini, pemerintah tidak
boleh mengangkat seseorang untuk menduduki, suatu jabatan yang bukan
bidangnya, apalagi hanya berdasarkan kedekantan hubungan (nepotisme). Di
sini pemerintah harus mempertimbangkan prinsip profesionalme dengan
menetapkan seseorang sesuai dengan keahlianya. Sejalan dengan prinsip ini,
dalam konteks Indonesia, pemerintah juga harus mempertimbangankan
keberatan sebagian besar rakyat (umat Islam) yang tidak setuju kalau Indonesia
membuka hubungan dengan Israel.

Kaidah ini menunjukan bahwa hukum yang akan diberlakukan oleh
permerintah harus sesuai dengan kebiasaan masyarakat  setempat. Ini

dimaksudkan agar masyarakat yang akan menjalankan Hukum tau ketentuan
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pemerintah tidak merasa keberatan karena bertentangan dengan kebiasaan
mereka. Namun demikian, adat di sisni yang dapat dijadikan dasar Hukum
tidak boleh pula bertentangan dengan semangat roh syariat Islam. Sebagai
contoh, kebiasaan memberi hadiah pejabat Negara, meskipun pada dasarnya
boleh-boleh saja, harus dicegah oleh pemerintah, karena hal ini membuka
peluang bagi terjadinya suap,korupsi,dan manipulasi. Kalau hal ini terjadi, maka
pemerintahan tidak bias berjalan dengan baik dan bersih.
. Figh Siyasah di Indonesia

Umat Islam sebagai warga Negara yang mayoritas tapi tidak pernah bisa
mengusung tokoh pimpinan sebagai kepala Negara. Umat Islam yang selalu
diwarnai bukan yang mewarnai kancah perpolitikan nasional. Umat Islam
setelah dijadikan obyek politik tapi-bukan sebagai subyek politik. Ini tentunya
menjadi._keperihatinan bersama kita sebagai umat muslim diindonesia. Kodisi
politik yang sepertivini.menjadi salah satu"PR penting umat Islam,untuk bisa
bangkit dari kemunduranya.

Konsep politik dinegara Indonesia memang banyak yang kurang atau
tidak sesuai dengan ajaran Islam, Bahkan sering tanpa sadar tokoh politik dari
partai politik yang bernuansa Islam tidak menggunakan politik Islam. Inilah
yang sangat erbahaya karena masyarakat kita belum bisa membedakan antara
Siyasah Islam dengan prilaku tokoh politik Islam. Mayoritas masyarakat
beranggapan bahwa apapun yang berasal dari tokoh parpol yang bernuansa
Islam sebagai siyasah Islamiyah sehingga yang dirugukan dengan cittra buruk

adalah agama Islam itu sendiri ketika tokoh parpol tersebut bermasalah. Padahal
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seharusnya siyasah Islamiyah adalah siyasah (politik) yang berbasis maslahah
yakni siyasah yang lahir dari al-Quran dan hadist Nabi bukan siyasah yang lahir
dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah Islamiah inilah yang
men jadi obyek kajian dari figh siyasah.*
. Dasar-Dasar Hukum Figh Siyasah
1. Al-Quran

Al-Quran merupakan sumber utama hukum islam, dimana Al-Quran
diturunkan secara berangsur-angsur melalui malaikat jibril yang disampaikan
kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umatnya sebagai

pedoman bagi umat manusia. Secara bahasa al-Quran berasal dari bahasa arab
|J&-1_8 Yang berarti bacaan.

Al-Quran sebagal sumber hukum yang pertama dan utama sebagaimana
firman‘Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat-105:

Sayyid* Husein “Nasr Berkata«“sebagai~pedoman abadi, Al-Quran
mempunyai tiga petunjuk bagi manusia:

Pertama, Al-Quran adalah ajaran yang memberi pengetahuan tentang
struktur (susunan) kenyataan alam semesta dan posisi berbagai mahluk,
termasuk manusia, serta benda di jagad raya, Al-Quran berisi segala petunjuk
tentang imam atau keyakinan, syari’at atau hukum ahlak atau moral yang perlu
di pedomani oleh manusia dalamkehidupan sehari-hari, Kedua, Al-Quran berisi
petunjuk tentang kehidupan manusi, yang dimulai dengan kelahiran, diakhiri

dengan kematian, yang berasal dari-Nya dan pasti kembali kepada-Nya. Ketiga,

39 Al-lmarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam Vol.3,No 1, 2018



42

Al-Quran berisi sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam bahasa biasa. Ayat-
Ayat Al-Quran karena berasal dari firman tuhan, mengandung kekuatan yang
berbeda dari yang Kkita pelajari secara rasional, yang mana ayat tersebut
mempunyai kekuatan untuk melindungi manusia, itulah mengapa kehadiran
fisik Al-Quran membawa berkat tersendiri terhadap manusia.*’

Al-Quran diturunkan Allah kepada nabi Muhammad SAW sebagai
pedoman dan petunjuk bagi umat manusia, sebagai kemaslahatan untuk para
umatnya, yang dapat mendatangkan manfaat dan keberuntungan bagi umatnya.
Adapun fungsi dari Al-Quran yang terdapat dalam beberapa bentuk ungkapan
yang diantaranya adalah:

1. Sebagai hudan ,atau petunjuk bagi kehidupan umat.

2. Sebagai rohmad, atau keberuntungan yang diberikan Allah bentuk kasih
saying.

3. Sebagai furgen; yaitu.pembeda antara.yang baik dan yang buruk yang halal
dan haram, yang indah dan jelek.

4. Sebagai mau’izzah, atau pengajaran yang akan mengajar dan membimbing
umat dalam kehidupan untuk mendapatkan kebahagian dunia dan akhirat.

5. Sebagai busyra,yaitu berita gembira bagi orang-orang yang telah berbuat
baik kepada Allah dan sesame manusia.

6. Sebagai tibyan, yang berarti penjelasan atau yang menjelaskan terhadap

segala sesuatu yang disampaikan oleh Allah.

4 |bid, 74-75
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7. Sebagai mushaddiq, atau pembenar terhadap kitab yang datang sebelumnya,
seperti: taurat, zabur dan injil.
8. Sebagai nur, atau cahaya yang akan menerangi kehidupan manusia dalam
menempuh jalan kemaslahatan.*!
Al-Quran yang merupakan sumber utama dari hukum islam yang berisi
tentang:
a. Ajaran tentang kepercayaan (agidah), yaitu ketauhidan, kebatilan,
paham syirik, kemunafikan, kekafiran dan sebagainya.
b. Sejarah tentang umat sebelum nabi saw
c. Imformasi tentang hal-hal yang akan terjadi pada masa yang akan
datang, seperti hari kiamat, surge dan neraka.
d. Didalamnya terdapat.berbagai ilmu pengetahuan.
e. Terdafat - hukum dan peraturan yang menyangkut ibadah  dan
muamalahi*

Al-Quran sebagai landasan umat manusia, yang didalamnya memiliki

garis-garis besar diantaranya:

a) Tauhid, kepercayaan terhadap Allah, malaikat-malaikat Nya, kitab-
kitab Nya, para Rasul Nya, hari kemudian, dan galla dan gadar yang
baik dan buruk.

b) Tuntunan ibadat sebagai perbuatan yang menghidupkan jiwa tauhid.

¢) Hukum yang dihajati pergaulan hidup masyarakat, untuk kebahagian

dunia dan akhirat.

- Amir Syaripudin, Ushul Figih Jilid 1, (Jakarta: Logos Wacana llmu, 1997), 53-55.
%2 Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontenporer, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 12.
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d) Inti sejarah orang-ortang yang tunduk kepada Allah, yaitu orang-
orang yang shaleh seperti nabi-nabi dan rasul-rasul, juga sejarah m
mereka yang mengingkari agama Allah dan hukum-hukumnya,
maksud sejarah ini adalah sebagai tuntunan dan tauladan bagi orang-
orang yang hendak mencari kebahagian dan meliputi tuntunan
ahlak.”®

Sebagaimana dalam firman Allah SWT Dalam surah an-Nisa 59:

Dari ayat diatas dijelaskan bahwasanya perintah mentaati Allah dan
Rasulnya termasuk perintah mengikuti Al-Quran dan as-Sunah sebagaimana Al-
Quran dan as-Sunah adalah sumber hukum dan pedoman umat islam, menurut
pandangan islam hukum-hukum yang terkandung didalam Al-Quran adalah:

1) ‘Hukum-hukum I ’tigediyah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan
kewajiban para subjek hukum untuk mempercayai Allah, malaikat-malaikat-
Nya, rasul-rasul=Nya, hari pembalasan,dan Qada dan gadar.

2) Hukumhukum ahlak, yaitu hukum-hukum Allah yang berhubungan dengan
kewajiban seorang subjek hukum untuk menghiasi dirinya dengan sifat-sifat
keitamaan dan menjauhkan diri dari sifat yang tercela.

3) Hukum-hukum amaliyah, yakni hukum-hukum yang bersangkutan dengan
perkataan, perbuatan, perjanjian, dan hubungan kerja sama antar sesame

manusia.**

3 Moh Riva’1, Ushul figih, (bandung: Alma;Arif, 1995), 97
** Mohammad Daud Ali, 84.
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2. Hadist

Sumber hukum islam yang kedua yaitu hadist, dimana secara bahasa
hadist berasal dari bahasa arab yaitu as-&aa yang berarti Berita atau kabar,

dan secara istilah hadist merupakan suatu perkataan, perbuatan dan ketetapan
nabi.

Dalam posisi sebagai sumber hukum islam yang kedua setelah Al-Quran
as-Sunnah lebih banyak berpungsi sebagai bayan, atau penjelas terhadap
berbagai ketentuan yang telah diuraikan dalam Al-Quran, mempertegas
ketentuan-ketentuan tersebut dan kadang menetapkan hukum yang belum di
tetapkan oleh al-Quran.*”

As-sunnah atau hadist memiliki beberapa fungsi sebagai sumber hukum
kedua diantaranya:

1) “Fungsi bayan, yang merupakan fungsi utama.dari as-sunnah, karena
banyak<ayat-ayat-hukum yang dinyatakan*Fuhan dalam ungkapan yang
mujmal, umum dan mutlag, sehingga sukar ditangkap pemahaman
oprasionalnya.

2) Fungsi dari as-sunnah ialah memperkuat dan mempertegas berbagai
ketentuan hukum yang telah di kemukakan oleh Al-Quran.

3) Fungsi ke tiga dari as-sunnah ialah menetapkan hukum bagi persoalan-
persoalan yang belum terjangkau oleh al-Quran.*

hadits ini merupakan hadits mu allag, yaitu hadits yang pada

permulaan sanad-nya dibuang, baik yang dibuang itu seorang atau lebih,

** Dede Royada, Hukum Islam dan Pranata Sosial , (Jakarta; Rajagrapindo Persada, 1999), 37.
“® Ibid, 37-39.
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berturut-turut atau tidak meskipun sampai pada akhir sanad-nya. hadits
ini termaasuk hadits Dha 'if*’
[’ma

Ijma merupakan sumber penetapan hukum Islam setelah Al-Quran dan
As-Sunnah. Mengutip buku ij’ma sebagai dalil syari ketiga tulisan tajun
nashr, defenisi ijma adalah “kesepakatan para mujtahid dari umat
Muhammad SAW setelah wapatnya beliau pada suatu masa mengenai
hukum syar’I”.

Ijma tidak boleh dilakukan oleh sembarang orang. Hanya mereka yang
mencapai derajat mujtahid-lah yang diperhitungkan pendapatnya. Kriteria
mujtahid adalah orang yang beragama islam, baligh, berakal sehat,
mempunyai ahlak yang baik. lya juga menguasai ilma bahasa Arab beserta
tata.bahasanya secara baik, memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadist,
serta mampu'melakukan istinbatth hukumrdari,Alquran dan Sunnah.

Menurut Az-Zuhaili dalam Ushul Figih Islami, ijma baru di anggap sah
jika memenuhi rukun-rukunnya, yaitu:

1. Mujtahid berjumlah lebih dari satu orang.

2. Kesepakatan ulama atas suatu hukum itu dapat direalisasikan.

3. Adanya kesepakatan semua mujtahid atas suatu hukum syar’I tanpa

memandang negeri, kebangsaan, atau kelompoknya. Artinya jika
terdapat kesepakatan ulama Mekkah saja, lIrak saja, atau yang

lainnya, itu tidak bisa disebut ijma.

* Al Hafidh Ibnu Hajar Al Asgalani, Bulughul Maram,...16
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4. Kesepakatan tersebut diawali setelah masing-masing mujtahid

mengemukakan pendapat secara jelas dan transparan.

5. Sandaran hukum ijma adalah Alquran dan hadist Rasulullah SAW.
C. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyyah merupakan bagian Figh Siyasah yang membahas
masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.
Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konsitusinya yang tercermin
dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di
dalam Al-Qur’an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah,
ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.*®

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum
tata negara Islam dibedakan, menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga
peradilan tersebut meliputi Wilayah al-Qada®, Wilayah al-Mazalim, dan
Wilayah al-Hisbah:»Wilayah al-Qada“adalah lembaga peradilan untuk
memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata
maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk
menjalankan amar ma’ruf ketika yang ma 'ruf mulai ditinggalkan orang, dan
mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga Wilayah al-
Hisbah adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-
persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari Wilayah al-Qada".

Wewenang Wilayah al-Hisbah menekankan ajakan untuk berbuat baik dan

*yusuf al-Qardhawi, Fikih Daulah dalam Perspektif Al-Qur“an dan Sunnah Alih Bahasa
kathun Suhadi, (Yogyakarta: Graha,2007) ,46-47.
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mencegah segala bentuk kemunkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dan
ridho Allah SWT.

Adapun Wilayah al-Mazalim merupakan kekuasaan pengadilan yang
bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan
aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.* Wilayah al-
Mazalim didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari
perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan
hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan
persengketaan antara penguasa dan warga Negara. Yang dimaksudkan
penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan
mulai dari tertinggi sampai pejabat paling rendah jika dihubungkan dengan
masa sekarang, wewenang ‘ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan
dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara_lndonesia, wewenang
yang dimiliki hakim:Mahkamah Konstitusi-dapat.ditarik persamaan dengan apa
yang pernah diterapkan wilayah al-Mazalim pada masa lalu. Karena
bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat
merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.>®

Politik adalah suatu disiplin ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, dan
merupakan seni.Hal ini dapat dilihat banyak para politikus yang tanpa
pendidikan ilmu politik, tetapi mampu berkiat dalam hal politik.>* Siyasah
dusturiyah merupakan bagian dari siyasah syar’iyyah. Secara umumnya

Siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah di satu tempat atau

“Basiq Djalil, Peradilan Islam, (Jakarta: Amzah, 2012), 113.
*%1bid,114.
*Inu Kencana Syafiee, Filsafat Politik (Bandung: Penerbit Mandar Maju, 2005),47-48.
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wilayah dengan rakyatnya serta kelembagaan yang ada di dalam
masyarakatnya.

Ilmu ini hanya membahas persoalan pengaturan dan perundang-
undangan yang dituntut dengan prinsip agama serta merupakan kebutuhan
masyarakat. Dalam suatu negara pasti tidak terlepas dengan namanya
pemerintahan.® Suatu pemerintahan tentu memiliki kepala negara (pemimpin)
dan rakyat, kedua-duanya memiliki peranan yang sangat penting.

Hubungan antara keduanya sangat diperlukan dalam suatu negara, hal
ini dikarenakan kedua pihak tersebut dapat menentukan tujuan suatu negara.
Dalam suatu negara Islam dan non Islam memiliki peranan masing-masing atau

kebijakan dari pemimpin negara tersebut.

|
X[ 135 o2 8 e i 0155

“Dan AllahsMaha Mengawasi segala sesuatu.” (QS. Al-Ahzaab: 52)

Dalam sebuah organisasi atau masyarakat, salah seorang dari mereka pasti
ada yang cenderung menyimpang dari kebenaran, atau menuruti hawa nafsu.
Oleh Kkarena itu, Islam menetapkan suatu sistem untuk menjalankan fungsi
pengawasan pelaksanaan hukum dan syariat. Pengawasan merupakan tanggung
jawab sosial dan publik yang harus dijalankan masyarakat, baik dalam bentuk
lembaga formal dan non formal.

Namun demikian, Islam belum merumuskan kaidah pengawasan yang

baku dan detil serta bentuk—bentuk pengawasan yang wajib dijalankan. Islam

S2Carlton Clymer Rodee, Pengantar Ilmu Politik JudulAsli Introduction To Political
Science, Terj. Zulkifly Hamid(Jakarta: Rajawali Pers, 2009),45.
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memberikan kebebasan setiap individu Siyasah dusturiyah tidak hanya
menjelaskan tentang pemerintah, tetapi juga menjelaskan hak-hak rakyat yang
selama ini tidak dijelaskan kepada masyarakat umum. Pada masa sekarang,
kebanyakan rakyat tidak mengetahui cara memilih pemimpin yang sesuai dengan
ketentuan-ketentuan Islam. Inilah yang menjadi salah satu aspek perpecahan

dalam suatu negara.

Kalangan masyarakat banyak yang tidak ingin memilih pemimpin serta
memandang pemerintahan merupakan suatu hal yang mudah dan hanya
memikirkan hal-hal yang negatif. Di dalam Al-qur’an banyak dijumpai ayat yang

menjelaskan tentang pemerintah, firman Allah SWT di dalam Alquran:

P
y \ /9:;/, ,‘: :// > ,/’»‘ ] ~ w o ~//’ 2., ~ : kS -
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“dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya
Aku hendak menjadi kan seorang khalifah di muka bumi”. Mereka berkata:
"Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan
membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami
senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan
berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”
(QS.Al Bagarah [2]:30)

M. Quraish Shihab menjelaskan di dalam tafsirnya Tafsir Al-Mishbah,
bahwa khalifah berarti menggantikan atau yang mendatangkan sesudah siapa yang
datang sebelumnya.Atas dasar ini, manusia adalah makhluk yang diserahkan tugas

oleh Allah SWT untuk melaksanakan tugas sebagai khalifah dengan petunjuk
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Allah SWT.
Kebijaksanaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Nya adalah suatu pelanggaran
terhadap makna dan tugas khalifahan.>®

Menurut Muhammad Hasbi Shiddieqy, Allah SWT mengangkat manusia
sebagai khalifah atau menjadikan khalifah. Hal ini meliputi pengangkatan
sebagian anggota masyarakat manusia dengan mewahyukan syariatnya kepada
mereka untuk menjadi khalifah, dan pengangkatan seluruh manusia pada posisi di
atas makhluklain dengan diberi kekuatan akal. Ini merupakan sebagian dari
hikmah Allah SWT yang sangat nyata, dimana Allah SWT telah menjadikan
manusia sebagai khalifah di bumi dengan memiliki kemampuan yang
menakjubkan, yang menampakkan keajaiban dan rahasia-rahasia yang terpendam
dalam ciptaan Allah SWT.>*

Negara mempunyai tugas dan kewajiban dalam..merealisasikan dan
mengimpletasikansprinsip.jaminan sosial. Hal-ini'diambil atas dasar pertimbangan
bahwa negara adalah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya, seluruh kaum
Muslimin antara satu dengan yang lain adalah saling menjamin dan saling
membantu. Tanggung jawab pemerintah suatu negara bersifat mutlak, tidak di
batasi oleh apapun.®. Hal ini diungkapkan oleh Rasulullah SAW, dalam hadits

yang berbunyi:

¥M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur’an (Jakarta:
Lentera Hati, 2012), 169-173.

**Muhammad Hasbi Shiddieqy, Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nuur (Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2000), 71.

$yusuf Qardhawi, Hadyu Al Islam, terj. Tarmana Ahmad Qasim, dkk, Problematika
Islam Masa Kini Qardhawi Menjawab (Bandung: Trigenda Karya, 1996), 637-638.
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“Dari Ibnu Umar RA dari Nabi SAW sesunggguhnya bersabda: sesungguhnya
Rasulullah SAW bersabda: setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta
pertanggungjawaban atas kepemimpinannnya. Seorang kepala negara adalah
pemimpin atas rakyatnya dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat
yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin atas anggota keluarganya dan
akan ditanya perihal keluarga yang dipimpinnya. Seorang isteri adalah pemimpin
atas rumah tangga dan anak-anaknya dan akan ditanya perihal
tanggungjawabnya. Seorang pembantu rumah tangga adalah bertugas memelihara
barang milik majikannya dan _akan ditanya atas pertanggung jawabannya. Dan
kamu sekalian pemimpin dan akan ditanya atas pertanggungjawabannya” (HR.
Muslim).>

Hadist diatas telah. menerangkan bahwa setiap manusia adalah seorang
pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban kelak di
akhirat oleh Allah SWT dan tak seorangpun mampu melepaskan diri dari
tanggung jawabnya. Menurut Imam Nawawi dalam kitabnya, al-Minhaj Syarh
Sahith Muslim bin Al-Hujjaj, bahwa pemimpin harus adil.Harus melaksanakan
tugas untuk kebaikan yang dipimpinnya.

Setiap orang adalah pemimpin, dengan tanggung jawabnya masing-
masing. Seorang pejabat, direktur, manajer, seorang ayah sekaligus suami,

seorang ibu sekaligus isteri, semua akan dimintai pertanggung jawaban di hari

5Abu Abdullah bin Muhammad Ismail al- Bukhari Sahih al-Bukhari, Kitab: Jum'at Bab Salat
Jumat di Desa dan Kota, NomorHadis<: : 844 (Beirut: Dar as -S a’bu, t.t), 139.
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Akhir atas apa yang dipimpinnya. Begitu juga dengan pilihan anda terhadap
pemimpin yang akan memimpin, akan dipertanggung jawabkan di Akhirat kelak,
karena itulah jangan sampai anda salah dalam memilih.

Menunaikan amanah merupakan kewajiban setiap individu pegawai
Muslim, ia harus berhati-hati dan bertakwa dalam pekerjaannya, selalu
mengevaluasi diri sebelum dievaluasi orang lain, dan merasa bahwa Allah
senantiasa mengawasi segala aktivitasnya.

Pengawasan internal yang melekat dalam setiap pribadi muslim akan
menjauhkanya dari bentuk penyimpangan, dan menuntunnya konsisten
menjalankan hukum-hukum Islam dalam setiap aktivitasnya, dan ini merupakan
tujuan utama Islam. Akan tetapi, mereka juga manusia biasa yang berpotensi
melakukan kesalahan. Pengawasan -ketenagakerjaan dalam  pandangan Islam
dilakukan. untuk ‘meluruskan yang tidak lurus:® Untuk®dapat benar-benar
merealisir tujuanutama tersebut, maka pengawasan,pada taraf pertama bertujuan
agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan
untuk mengetahui kelemahan-kelamahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi
dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat
diambil tindakan untuk memperbaikinya baik pada waktu itu ataupun waktu-
waktu yang akan datang. Muragabah (pengawasan), mempunyai dua aspek:
pertama, merasabahwa Allah senantiasa mengawasi, sebagaimana Allah

berfirman: >

*"Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemashlahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah,
(Jakarta: Predana Media, 2003),277-279
8Departemen Agama RI, al-Quran al-Karim dan Terjemahanyya Departemen Agama R ,431.
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# «

“Dan Dbertawakallah kepada (Allah) Yang Maha Perkasa lagi Maha
Penyayang.Yang melihat kamu berdiri (untuk sembahyang).Dan (melihat pula)
perubahan gerak badanmu diantara orang-orang yang sujud.”

(QS Asy-Syu’araa: 217-219)

Aspek yang kedua yaitu bahwasannya Allah senantiasa mengawasimu,
sebagaimana firman Allah : “muslim untuk menjalankan pengawasan sesuai
dengan pengalaman, kondisi sosial atau manajmemen yang terdapat dalam
masyarakat atau organisasi.”

Pengawasan yang baik adalah pengawasan yang telah built in ketika
menyusun sebuah program. Dalam menyusun program harus-sudah ada unsur
kontrel didalamnya. Tujuannya  adalah seseorang yang melakukan sebuah
pekerjaan merasa bahwa pekerjaanya itu diperhatikan oleh atasan bukan pekerjaan
yang tidak diacuhkan atau“dianggap enteng. Oleh karena itu pengawasan terbaik
adalah pengawasan yang dibangun dari dalam diri orang yang diawasi dan dari
sistem pengawasan yang baik.>®

Sebagaimana diketahui bahwa sistem masyrakat Islam bersumber dari
Agidah Islam, yang pelaksanaannya dijalankan secara operasional lewat petunjuk
syariat Islam.Maka dari sini dapat dipahami bahwa sistem pengawasan dan
pengawalan pun harus bersumber dari sistem tersebut, dengan terlebih dahulu

dirumuskan dalam bentuk syariat Islam. Hal ini tidak berarti, bahwa setiap

suyuthi Pulungan, Figh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1999), 40.
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individu Islam mutlak bersikap pasif dan tidak berusaha memahami sistem
tersebut, maka setiap individu dan kelompok-kelompok tertentu dalam Islam,
dapat mengembangkan konsep-konsep yang cocok dengan bidang kehidupannya,

dengan tetap berada pada Agidah Tauhid.

D. Ruang Lingkup Figh Sisayah Dusturiah

Figh siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan
kompleks.keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan Figh siyasah dusturiyah
umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil kulliy yang
berisikan ayat-ayat al-qur’an maupun hadist, maqgashid al-shari“ah, dan
semangatajaran Islam didalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah
bagaimanapun perubahan masyarakat. . Karena dalil-dalil  kulliy tersebut
menjadikan.didalam mengubah masyarakat dan-menjadikan sebagai aturan dasar
dalam menetapkanhukum.Kedua, aturan-aturan “yang dapat berubah karena
perubahan situasi dan kondisi, termasuk didalamnya hasil ijtihad para ulama yakni
yang di sebut dengan Figh.

Apabila dipahami penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam
bahasa inggris, atau Undang-undang Dasar dalam bahasa Indonesia, kata-kata
“dasar” dalam bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dusturiyah.
Sedangkan penggunaan istilah figh Dusturiyyah, merupakan nama satu ilmu yang
membahas masalah- masalah pemerintahan dan kenegaraan dalam arti luas,
karena di dalam dusturiyah itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip

pengaturan kekuasaan didalam pemerintahan suatu Negara, dusturiyah dalam
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suatu Negara sudah tentu peraturan perundang-undangan dan aturan-aturan lainya
yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan dusturiyah tersebut.
Dusturiyah dalam konteks keindonesiaan adalah undang-undang dasar yang
merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di

Indonesia.

Sumber figh dusturiyah pertama adalah al-qur’an yaitu ayat-ayat yang
berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy
dan semangat ajaran al-qur’an.Kemudian kedua adalah hadis-hadis yang
berhubungan dengan imamah, dan kebijaksanaan- kebijaksanaan Rosulullah SAW
didalam menerapkan hukum di negeri Arab.” Ketiga, adalah kebijakan-kebijakan
khulafa al-rasyidin didalam mengendalikan pemerintahan meskipun mereka
mempunyal perbedaan dalam ' gaya pemerintahannyasesuai dengan pembawa
masing-masing, tetapi-ada kesamaan alur kebijakan yaitu, berorientasi sebesar-

besarnya kepada-kemaslahatan rakyat.

Keempat, adalah hasil para ijtihad ulama’, didalam masalah figh dusturiyah
hasil ijtihad ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip figh
dusturiyah. Dalam mencari mencapai kemaslahatan umat misalnya haruslah
terjamin dan terpelihara dengan baik.Sumber kelima adalah adat kebiasaan suatu
bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-qur’an dan hadis. Adat
kebiasaan semacam ini tidak tertulis yang sering di istilahkan dengan
konvensi.Adapula dari adat kebiasaan itu diangkat menjadi suatu ketentuan yang

tertulis, yang persyaratan adat untuk dapat diterima sebagai hukum yang harus

% Muhammad igbal, Op.Cit. 53.
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diperhatikan. Kebiasaan adat tertulis ini biasanya diterapkan oleh Negara-negara
yang mayoritas masyarakatnya muslim tapi dalam konteks menetapkan hukum
peraturan perundang- undangan tidaklah merujuk pada al’qur;an dan hadis
melainkan melihat dari kemaslahatan umat manusia. Hal itu tidaklah menyangkut
agama, suku dan budaya.®*

Figh siyasah dusturiyah merupakan sama halnya dengan undang- undang
dasar suatu Negara yang dijadikan rujukan aturan perundang- undangan dalam
menegakkan hukum. Menurut abdul khallaf wahab dalam bukunya yang berjudul
al-siyasah al-syar “iyyah, prinsip-prinsip yang diletakan Islamdalam perumusan
undang-undang dasar ini adalah jaminan hak asasi manusia setiap anggota
masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa
membedakan steratifikasi social, kekayaan, pendidikan, dan agama. Pembahasan
tentang wkonstitusi-.ini juga berkaitan dengan sumber-sumber dan kaedah
perundang- undangan-disuatu Negara untuke-diterapkan, baik sumber material,

sumber sejarah, sumber perundang-undangan, maupun sumber penafsirannya.

Sumber material adalah hal-hal yang berkenaan dengan materi pokok dan
objek kajian undang-undang dasar.Inti persoalan dalam sumber konstitusi ini
adalah peraturan tentang hubungan antara pemerintah dan rakyat yang diperintah
yang harus menimbulkan kemaslahatan bersama.Perumusan konstitusi tersebut
tidak dapat dilepaskan dari latar belakang pembentukan sejarah Negara yang
bersangkutan, baik masyarakatnya, politik maupun kebudayaanya. Materi dalam

konstitusi itu harus sejalan dengan konspirasi dan jiwa masyarakat dalam Negara

®! Ibid.h. 53 et seq.
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tersebut, karena itu merupakan cita-cita masyarakat yang ditampung dan harus

diwujudkan bersama melalui penguasa.

Figh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:
a. bidang siyasah tasyri“iyyah, termasuk dalam persolan ahlul halli wa aqdi,
persoalan perwakilan rakyat, hubungan muslimin dan non muslimin
didalam satu Negara, seperti Undang-undang Dasar, Undang-undang,

peraturan pelaksanaan, peraturan daerah, dan sebagainya.

b. bidang siyasah  tanfidiyah, termasuk didalamnya  persoalan

imamah,persoalan bai “ah, wizarah, waliy al-ahadi dan lain-lain.

c. bidang siyasah gadlaiyyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah

peradilan.

d. bidang.siyasah idariyah, termasuk di-dalamnya masalah-masalah

administratif dan Kepegawaian.*

E. Dasar Hukum Siyasah Dusturiah
1. Al-qur’an
Adalah sumber pokok aturan agama Islam yang utama dijadikan dasar
dalam menentukan hukum. Al-qur’an merupakan kalam Allah yang berisi
firman-firman Allah dalam bentuk ragam hukum didalamnya. Karena al-
qur’an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka

setiap muslim harus mengakui sebagai pondasi sega macam superstruktur
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Islam. Para tokoh-tokoh muslim banyak mencatat bahwasannya al-qur’an
merupakan satu- satunya sumber yang paling tinggi dalam menentukan
hukum-hukum lainnya, karena al-qur’an tidak pernah mengalami kondisi
danperubahan apapun walau perkembangan zaman terus berjalan.

2. Sunah
Secara harfiah adalah suatu praktek kehidupan yang membudaya atau suatu
norma prilaku yang diterima secara komunal oleh masyarakat yang
menyakini meliputi segenap ucapan dan tingkah laku nabi. Proses
periwayatan sunah biasanya disaksikan oleh beberapa orang yang
mengetahui langsung kejadiannya tersebut dan disampaikan dari generasi
ke generasi sejak jama Nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkan
dengan meneliti sederetan, perawi yang berkesinambungan.®

3. "ljma (consensus)
Dalam hukumislam ijma merupakan suatu keputusan bersama untuk
menentukan suatu hukum yang baik demi kemasalahatan umat dengan cara
musyawarah. Musyawarah ini timbul dari pemikiran kalangan ulama mufti,
ahli figh maupun jajaran pemerintahan.

Apabila didalam musyawarah tersebut ada beberapa orang yang

tidak setuju denganhasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka

ijma tersebut dinyatakan batal.®*

% Ridwan HR, Figih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan (Jakarta; Raja
GrafindoPersada, 20110), 53.

®Ridwan HR, Figih Politik; Gagasan Harapan dan Kenyataan (Jakarta; Raja
GrafindoPersada, 20110), 53.



4. Qiyas

adalah metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah

yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk prilaku tertentu dengan cara

menetapkan satu kaitan positif atau negative antara bentuk prilaku yang satu

dengan bentuk prilaku yang lainnya dengan suatu prinsip umum.®®

Adapun giyas terbagi dalam :

a. Qiyas al-aulawi adalah analogy yang illat hukum cabangnya (far’u)

lebih kuat dari pada illat pada hukum dasarnya. Artinya, suatu yang
telah dijelaskan dalam nash al-qur’an atau hadis tentang keharaman
melakukannya dalam  jumlah  sedikit, maka keharaman
melakukannya dalam jumlah banyak adalah lebih utama. Sedikit
ketaatan yang dipuji apabila dilakukan, maka melakukan ketaatan
yang banyak lebih patut dipuji. Suatu yang diperolehkan (mubah)
dilakukansdalam jumlah yang-banyak, maka lebih utama apabila
dilakukan dalam jumlah sedikit.®

. Qiyas al-mushawi adalah giyas yang kekuatan illat pada hukum
cabang sama dengan hukum asal. Qiyas ini disebut juga dengan
istilah giyasfi ma'na al-Asal (analogy terhadap makna hukum asal)
yakni al-qur’an dan hadis nabi, giyas jail (analogy yang jelas), dan
giyas bi nafsi al-farig(analogy tanpa perbedaan illat). Imam syafi’i

tidak mnjelaskan giyas bagian kedua ini dengan jelas. Pembahasan

%% Khalid Ibrahim Jindan, Teori Politik Islam; Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang
Pemerintahan Islam (Surabaya: Risalah Gusti,1999), 56.

% Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, Op.Cit. 350.
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mengenai giyas ini hanya bersifat dalam pernyataan.*® “Ada ulama
yang berpendapat seperti ini, yaitu apa-apa yang berstatus halal,
maka ia menghalalkannya, dan apa-apa yang berlabel haram, maka
ia mengharamkannya”. Maksud dari pernyataan ini adalah qiyas
yang mempunyai kesamaan illat pada hukum cabang dan hukum al-
asal. Dari pernyataan Imam al-Ghazali tampaknya setuju
mengkategorikan kesimpulan ini dalam bahasan giyas. Sebagaimana
disebutkan dalam kitab al-mustashfa. “Tingkatan yang kedua adalah
kandungan makna padanash yang tersirat illat sama dengan yang
tersurat, yakni tidak lebih kuat atau lebih rendah”. Sehingga disebut
juga sebagai qgiyas fi ma"na al-asal. Namun para ulama masih
berbeda pendapatiseputarpemahaman giyas ini.

. Qiyas-al-adna adalah analogy yang illat pada hukum cabangnya
(far’)dlebihslemah daripada illat-padashukum dasarnya. Dalam kitab
ar-risalah,Imam  Syafi’i berkata, “sebagian ulama enggan
menyebutkan sebagian giyas, kecuali ada kemungkinan kemiripan
yang dapat ditetapkan dari dua makna yang berbeda. Lalu
dianalogikan terhadap salah satu makna tersebut, bukan kepadayang
lainnya.” Menurut imam ar-Rizi, Imam Syafi’i telah membagi giyas
jenis kedua ini kedalam dua bagian, yakni giyas al ma“na (analogy
yang didasarkan sebab hukum) dan giyas al- syaba(analogy yang
didasarkan pada kemiripan). Dalam kitab manaqgib asy-syafi‘iia

menegaskan adanya illat pada huku cabang lebih lemah dari pada
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illat pada hukum asal.®’

F. Hutan Kawasan Dalam Figh Siyasah

Manusia sebagai khalifah di muka bumi harus bertindak sesuai dengan
peraturan-peraturan yang dikehendaki oleh pencita. Manusia mempunyai
hubungan timbal balik dengan lingkunganny. Aktifitasnya mempengaruhi
lingkungannya. Sebaliknya manusia dipengaruhi oleh lingkungannya. Hubungan
timbal balik demikian terdapat antara manusia sebagai individu atau kelompok
atau masyarakat dan lingkungan alamnya.®® Semua ketentuan-ketentuan yang
dikehendaki oleh Allah telah terhimpun dalam Al-Qur’an dan penjelasannya
diberikan oleh Allah melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang
berkenaan hubungannya dengan Allah, maupun dalam hubungannya dengan
sesama manusia dan lingkungannya.®

Terkait pentingnya menjaga hutan kawasan dalam sebuah.kehidupan bernegara
merupakan sesuatu'yang-universal yang harus Kita,jaga, kita harus mempunyai
sebuah kesadaran dalam kehidupan kita sebagai warga Negara Indonesia untuk
menjaga hutan kawasan. Segabaimana Allah SWT dan Rosulullah Saw telah
memberikan peringatan kepada manusia agar tidak melakukan kerusakan di bumi,
akan tetapi manusia mengingkarinya Allah SWT telah berfirman dalam Q.Sal-

Bagorah ayat 11 yang berbunyi:

T Dot G BB o081 1525 280 8130

%7 1bid 356

%8 M.Daud Silalahi. Hukum Lingkungan (Bandung;Penerbit Alumni, 2001), 9-10
8 Wabah Al-Zuhaili, Figh Islam Wa Adillatuhu (jilid6), terj, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk (Depok; Gema
Insani, 2011), 52
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“Dan bila dikatakan kepada mereka, “Janganlah kamu membuat
kerusakan dimuka bumi”. Mereka menjawab: “Sesungguhnya kami orang-
orang yang mengadakan perbaikan.” [QS.Al-bagoroh (2) : 11)

Dari penjalasan ayat diatas, akibat keserakahan manusia an mengingkari
petunjuk Allah SWT dalam mengelola bumi ini, menyebapkan bencana alam dan
kerusakam karena ulah tangan manusia sendiri.

Keadaan alam, lestari atau tindaknya tergantung kepada perilaku manusia
sebagai penghuni bumi, sebab tantangan terbesar dimasa yang akan datang terletak
kepada sikap dan perilaku penyimpangan masyarakat yang berlebihan dan
memanfaatkan sumber daya alam. Tindakan yang membawa keruakan (mudarat)
cepat atau lambat, pasti akan merugikan orang lain secara keseluruhan karena
tindakan seperti ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip syariat.

Firman Allah dalam Q.S Ar-Rum ayat'41 sebagai berikut:
Al Gad i i) T el ELIS W 500 70T 3 LA 4

PR S

“telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebapakan karena
perbuatan tangan manusia, supaya Allah merakan kepada mereka sebagian

dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”
(QS. Ar-Rum (30) :41)."

™ QS. Ar-Rum ayat (30:41)
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“ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
sesungguhnya aku hendak menjadikan seseorang khalifah di muka bumi.:
mereka berkata: "mengapa engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
padahal kami senantiasa baertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan

engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak

kamu ketahui.”™

Kedua ayat diatas menjelaskan bahwa Allah SWT menjadikan manusia sebagai
khalifah*dibumi agar dapat mensejahterakan dan memakmurkan bumi, sehingga
kedua ayat diatas menjelaskan bahwa menjaga perusakan. tanaman, pemusnahan
binatang dan segala perbuatan merusak lingkungan, hidup merupakan larangan
agama. Dalam hal ini misalnya kerusahan hutan akibat ulah manusia
mengakibatkan dampak yang besar untuk masyarakat lainnya.

Dalam islam terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi sehingga perbuatan
ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.
1) Adanya nash Al-Quran yang melarang dan adanya ancaman hukuman
bagi pelakunya.
2) Adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, dalam hal ini adalah

perusakan lingkungan hidup.

™ QS. Al-Bagoroh ayat (30)
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3) Pelaku yakni orang yang mukallaf (cakap hukum), yaitu orang-orang

yang dimintai pertannggung jawabannya.
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